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ABSTRAK

UMKM merupakan sektor informal yang kontribusinya besar bagi
perekonomian bangsa. Dan pemerintah desa merupakan
kepemerintahan yang paling dekat keberadaannya dengan
masyarakat dan  bersinggungan langsung terkait dengan
permasalahan UMKM. Sehingga kinerja pemerintah desa dalam
menangani UMKM merupakan topik yang menarik untuk diteliti.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta
menganalisa kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan
kesejahteraan pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Analisis dilakukan
dengan mengunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui
wawancara eksklusif, observasi langsung dilapangan serta
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja pemerintah desa yang
diukur dengan menggunakan lima indikator yakni produktivitas,
kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas
secara menyeluruh telah terlaksana dengan baik. Namun yang perlu
menjadi penekanan ialah aspek produktivitas yang belum tampak
hasilnya secara signifikan namun tetap menunjukkan perkembangan
yang positif.

ABSTRACT

MSMEs are the informal sector which contributes greatly to the nation's
economy. And the village government is the government that is closest to
the community and is directly related to MSME problems. So that the
performance of the village government in dealing with MSMEs is an
interesting topic to study. This study aims to identify and analyze the
performance of the village government in improving the welfare of MSME
actors in Laut Dendang Village. The analysis was carried out using
qualitative methods. Data were obtained through exclusive interviews,
direct field observations and documentation. Data analysis was done by
triangulation method. The results of the study indicate that the
performance of the village government as measured by using five
indicators  namely  productivity, service quality, responsiveness,
responsibility, and overall accountability has been carried out well.
However, what needs to be emphasized is the productivity aspect which
has not shown significant results but still shows positive developments.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan
kegiatan usaha masyarakat yang mampu menopang perekonomian nasional, memperluas lapangan
pekerjaan, beperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Arjawa &
Senimantara, 2022). Selain itu UMKM sangat berperan dalam menangkas krisis ekonomi yang terjadi
di Indonesia. Tak hanya itu UMKM dalam menggerakkan pertumbuhan serta kemajuan ekonomi
daerah (Fitriana & Eprilianto, 2022). Perlunya dukungan, dorongan dan kesempatan bagi UMKM
untuk terus mengembangkan, memperluas serta meningkatkan performa atau kinerja para pelaku
UMKM. Selain itu para pelaku UMKM perlu meningkatkan performa, pengetahuan, sikap
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam mengahadapi resiko, kemudian perlunya etos
kerja yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Upaya untuk memperkuat
perekonomian nasional dan daerah dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi dan
keunggulan yang dimiliki oleh UMKM. Dalam hal ini perlu adanya kesempatan dan dukungan dari
pemerintah setempat untuk memfasilitasi dan mendampingi perkembangan UMKM guna
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah (Maulida & Ahmad, 2017).

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh
masyarakat di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini memiliki karakteristik yang kurang lebih sama
di setiap daerah, seperti tingkat pendapatan rendah dan manajemen yang buruk, dan dalam
beberapa kasus usaha mikro dan kelompok usaha kecil di bidang-bidang seperti gizi, pendidikan,
kesehatan dan perumahan tidak dikelola dengan baik. kebutuhan. Usaha mikro dan UKM yang pada
umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, bukan merupakan badan hukum tetapi
secara formal didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang menggunakan teknologi sederhana,
memanfaatkan sumber daya lokal dan berperan penting dalam perekonomian nasional. UMKM
biasa juga dikenal dengan ekonomi sektor informal, underground economy atau exstra legal sektor
(Harahap, 2018).

UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Selain berperan
dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam
mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019). Jumlah pelaku
UMKM di Indonesia termasuk besar dibanding negara lainnya sejak tahun 2014. Jumlah UMKM terus
mengalami perkembangan dari tahun 2015 hingga 2017, yang salah satu pemicunya adalah
tingginya usia produkstif dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia. UMKM juga telah terbukti
mampu bertahan terhadap krisis. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997-1998, UMKM mampu
membuktikan tetap berdiri kokoh (Putra, 2018). Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan pasca
krisis ekonomi 1997-1998 itu, jumlah UMKM justru meningkat bahkan mampu menyerap 85 juta
hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Ditinjau dari pertumbuhannya, tahun 2016
pertumbuhan UMKM meningkat 4,17% dari 34,64% menjadi 38,81% sementara usaha besar justru
mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68% (“Badan Pusat Statistik,” n.d.). Ini
menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pasca krisis 1998 .

Desa Laut Dendang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Deli Serdang.
Bukan hanya secara nasional tetapi juga tingkat local UMKM mengalami pertumbuhan yang positif.
Usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat ini baik dibidang kerajinan, kuliner dan industry
rumahan kian terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Para pelaku UMKM di Desa Laut
Dendang harus memutar otak untuk tetap bisa survive dengan perkembangan teknologi serta
seperti sekarang ini dan meningkatnya pesaing dikalangan mereka. Untuk itu dukungan baik
bersifat riil maupun materil dari pemerintah terutama pemerintah desa yang keberadannya paling
dekat dengan masyarakat. dukungan ini dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk tetap survive
dengan berbagai resiko dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan dari observasi sementara dilapangan bahwasanya Kantor Desa Laut Dendang
turut memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal untuk
mensejahterakan para pelaku UMKM tetapi belum terkelola dengan baik dan juga para pelaku
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UMKM mengalami kesulitan dalam masalah pemasaran produk yang para UMKM jual.
Permasalahan seperti ini sebaiknya segara diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi
kedepannya sehingga dapat sesuai dengan seharusnya. Jika hal ini diatasi tentunya menimbulkan
suasana nyaman dan kondusif sehingga para pelaku UMKM dapat melakukan pekerjaannya dengan
baik dan optimal. Maka penting penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis
sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam memberikan dukungan bagi perkembangan pelaku
UMKM diwilayah pemerintahan Desa Laut Dendang. Hal bertujuan untuk kemudian diberikan
rekomendasi atau kebijakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan
UMKM menuju pada arah yang lebih baik.

LANDASAN TEORI

Definisi Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000) dalam penelitian (Andika & Tarigan, 2013)
kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka, dalam
melakukan suatu aktivitas hendaklah bersungguh-sungguh atau tekun, karena dampak dalam suatu
kinerja akan berpengaruh penuh dengan prestasi yang akan dicapai. Mahoney et al.(1965)
mendefinisikan kinerja manajerial berdasarkan beberapa fungsi manajemen yaitu seberapa
jauh manager mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut yang meliputi:
perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pemilihan staf, negosiasi dan
perwakilan. Pengertian kinerja instansi pemerintah menurut Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia (2003) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan (Rulyanti, Sularso, & Sayekti, 2017).

Definisi indikator kinerja menurut Dwiyanto dalam penelitian (Kusnaendar, 2018),
menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik sehingga dapat
dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja
tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Produktivitas adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan sesuai yang
diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi publik.

Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk
mengenai organisasi public karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima dari organisasi publik.

Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat,
dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja
organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.

Akuntabilitas adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan (Rosalina, 2013).
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Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang no 20 tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini ("UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah [JDIH BPK RI],” n.d.).

Usaha-usaha mikro kecil umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, tidak
berbadan hukum, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumberdaya lokal dan
tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian
nasional sehingga sering disebut dengan sektor informal, underground economy atau exstra legal
sector (Harahap, 2018). Pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama
pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada
kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga
kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal,
sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas
sumber daya pelaku tergolong rendah. Mereka tidak pernah menuntut macam-macam dari
pemerintah, kecuali untuk masalah legalitas, jaminan keamanan, pengayoman, serta birokrasi yang
sederhana dengan biaya yang murah (Wauran, 2012).

UMKM memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang
cukup besar dalam struktur perekonomian nasional (Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi, 2019). Jika
UMKM berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja yang besar sehingga akan
mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka
kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh UMKM akan
memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong
konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional
menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan
masyarakat akan meningkat. Tetapi jika UMKM tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap
dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini
tidak menstimulus produksi nasional dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan
akhirnya berakibat pada terjadinya krisis ekonomi (Harahap, 2018).

Peran Pemerintah Dalam UMKM

Soerjono Soekanto (2002) dalam penelitian (Nirwana, Muhammadiah, & Hasanuddin,
2017),bperan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Apabila
diamati berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Maka atas dasar definisi yang
telah diungkapkan diatas pemerintah mempunyai kewenangan terhadap apa-apa yang berada
diwilayah kekuasaanya. Maka dari itu keberhasilan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan
dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit ataupun sosialisasi berupa pelatihan-
pelatihan kepada UMKM. Untuk lebh jelasnya peran pemerintah terhadap UMKM terbagi kedalam
beberapa skema yakni peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan serta peran teknis
(Ondang, Singkoh, & Kumayas, 2019). Dimana peran fasilitats ialah peran pemerinah dalam
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memberikan fasilitas daam mendorong peningkatan kinerja UMKM, baik dalam pemasaran proses
produksidan ain sebagainya. Peran ini dapat berbentuk pemberian fasilitas dalam mempromosikan
produk atau hasil usaha. Lalu peran edukasional, dalam hal ini pemerintah berfungsi untuk
memberikan serta menambah pengetahuan ataupun pemahaman para pelaku UMKM dalam
megelola, memasarkan produk yang baik. Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan dalam
meningkatkan kinerja pelaku UMKM. Selanjutnya peran representatif, dalam hal ini pemerintah
berfungsi sebagai penyedia modal ataupun melakukan kerja sama dengan pihak pemberi pinjaman
untuk mengembangkan untuk memberikan permodalan kepada pelaku UMKM. Selain itu eran
pemerintah dalam skema-skema kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk
subsidi bunga skema yang dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%)
berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah
berperan dalam penyimpanan UMKM agar dapat di biayai dengan skema yang dimaksud,
menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukuan pembinaan
dan pendampingan selama masa kredit dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak
lain. Berikutnya ialah peran teknis, terkait dengan peran ini pemerintah dapat melakukan
pendampingan dalam menggunakan berbagai macam teknologi dalam menunjang kinerja para
pelaku UMKM.

Disisi lain menurut Gede Diva (2003) dalam penelitian (Rahma, Kaukab, & Yuwono, 2020)
disebutkan bahwasanya pemerintah memiliki tiga peran terhadap pelaku UMKM diantaranya
berperan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Adapun yang dimaksud dengan peran
fasilitator ialah memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM dalam menngkatkan kinerjanya
guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa
pelatihan, penyediaan atau penambahan modal usaha, pendampingan, promosi produk atau
pemasaran, dan lain-lain. Sementara itu, peran pemerintah sebagai regulator ialah meletakkan
dasar-dasar atau kebijakan-kebijakan sehingga para pelaku UMKM dapat dengan mudah
mengembangkan usahanya. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga lingkungan
atau persaingan usaha tetap kondusif. Selanjutnya ialah peran katalisator, adalah sesuatu yang
menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses
suatu peristiwa (Purba, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif,
yaitu metode penelitian filosofis post-positif yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek
alami (bukan eksperimen) atau juga bisa disebut dengan metode penelitian yang bersifat
naturalistic karena penelitian dilakukan secara ilmiah dan peneliti merupakan instrumen kunci
dalam penelitian ini (Sugiyono, 2012). Metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode penelitian
dikarenakan data penelitian lebih banyak menggunakan data-data deskriptif. Data-data deskriptif
yang digunakan berupa perilaku, lisan ataupun kata-kata yang keluar dari orang-orang yang sedang
yang diamati (Moelong, 2007).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui analisis kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan
pelaku UMKM untuk kemudian menemukan inti dan fokus permasalahan yang diangkat, maka
peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan deep interview atau
wawancara yang mendalam dan observasi langsung dilapangan serta dokumentasi yang ada.
Pemilihan informan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu oleh peneliti.
Adapun informan yang dipilih untuk dilakukan wawancara adalah para staff desa serta pelaku
UMKM yang ada di Desa Laut Dendang yang mempunyai kapabilitas untuk menjawab permasalahan
penelitian. Berikut ini adalah informasi atau uraian mengenai data informan yang digunakan untuk
memperoleh data penelitian.
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Tabel. 1 Informasi Informan

NI Sekretaris Desa
ES Kaur Umum

LS Kaur Keuangan
TL Kaur Perencanaan
YP Pelaku UMKM

Operasionalisasi Variabel

Terdapat lima indikator kinerja merujuk kepada pendaat Dwiyanto dkk, yaitu:
Produktivitas

Kualitas Layanan

Responsivitas

Responsibilitas

Akuntabilitas

v WwN =

Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan mengacu pada teori Miles dan Huberman yang memuat
tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan (Sugiyono,
2012). Langkah pertama setelah data diperoleh adalah melakukan reduksi atau dapat dikatakan
meringkas, menentukan hal-hal yang utama dan yang dianggap penting, kemudian mencari tema
serta pola datanya. Setelah itu melakukan penyajian data yang bertujuan agar sekumpulan
informasi yang telah didapat dan disusun secara testruktur bisa dipahami dengan mudah. Lalu
masuk tahap akhir dengan melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang
dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa kinerja ialah sebagai sebuah pencapaian atas sasaran,
tujuan atau target yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal ini, kinerja pemerintah desa iaah
identifikasi atas mengenai proses hingga pencapaian hasil atas pelaksanaan program maupun
kebijakan pemerintah desa. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dianalisis mengenai kinerja
pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang.
Yang mana dalam melakukan identifikasi serta analisis tersebut merujuk kepada lima indikator agar
permasalahan penelitian yang dibahas akan dapat terjawab denga gamblang. Lima indikator yang
dimaksud ialah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
Berikut ini akan diulas secara lebih rinci mengenai kinerja pemerintah Desa Laut Dendang atas data
yang diperoleh melalui proses observasi dilapangan, wawancara dan bukti dokumentasi yang ada.

Produktivitas

Produktivitas sebagai indikator atau tolak ukur dalam melihat kinerja pemerintah desa.
Dimana produktivitas merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar pelayanan publik
memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, atau dalam hal ini ialah pendampingan yang
diberikan oleh pemerintah desa dalam membersamai para pelaku UMK untk meningkatkan
kinerjanya sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dalam hidup mereka. Pendampingan serta
dukungan pemerintah desa merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM.
Dengan adanya motivasi, dorongan serta dukungan dari pemerintah desa, masyarakat khususnya
dalam hal ini para pelaku UMKM akan merasa pemerintah hadir dalam membantu perekonomian
mereka.
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Kehadiran pemerintah dalam mendorong UMKM untuk terus bertumbuh dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Terlebih lagi pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran serta
kemudahan dan berbagai kebijakan lainnya untuk terus mendorong UMKM agar mengalami
kemajuan dan peningkatan. Sebagaimana temuan atas observasi serta wawancara yang dilakukan
dilapangan, dapat dikatakan bahwasanya pemerintah Desa Laut Dendang telah melakukan
pendampingan, pembinaan serta memberikan dukungan penuh kepada para pelaku UMKM di
wilayah pemerintahannya. Adapun harapan atau hasil yang ingin dicapai terhadap para pelaku
UMKM yang telah dilakukan pendampingan, pembinaaan dan sebagainya ialah meningkatnya
pendapatan yang mereka peroleh sehingga dengan demikian kesejahteraan mereka juga ikut
meningkat. Namun dalam mencapai hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, berbagai
tantangan dihadapi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga tujuan atau harapan yang ingin
diwujudkan tidak terlalu tampak secara segnifikan akan tetapi menunjukkan perkembangan.
Terlebih lagi dalam kurun waktu dua tahun ini muncul tantangan baru yang tak terduga
keberadaanna. Seluruh negara dari belahan dunia manapun dihadapkan dengan kemunculan
pandemi Covid-19. Maka hal ini jelas berdampak langsung terhadap perekonomian dan kepada
pendapatan para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang yang turut mengalami penurunan. Berbagai
upaya dilakukan pemerintah untuk melakukan penyelamatan, diantaranya memberikan insentif
BanPres produktif bagi para pelaku UMKM. Dalam hal ini terlihat kehadiran pemerintah Desa Laut
Dendang dalam menyalurkan dan atau mendata masyarakat untuk memperoleh insentif tersebut
telah terlaksana dengan baik.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan elemen yang keberadaannya sangat penting dalam
mengidentifikasi serta menggambarkan kinerja pemeritah desa. Kualitas layanan menjadi ukuran
dalam menentukan kinerja pemerintah desa akan memperlihatkan bagaimana cara pemerintah
desa dalam mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas layanan identik
dengan kepuasan masyarakat. Maka apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
kurang baik maka akan mendapat respon negatf dari masyarakat, begitu pula sebaliknya. Karena
sejatinya pemerintah merupakan pelayan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus menjalankan
tugas serta fungsi atas jabatan yang dipegangnya dengan berorientasi pada kepentingan
masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Observasi dan wawancara telah dilakukan kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana
pemerintah desa Laut Dendang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana
kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam melayani para pelaku
UMKM vyang terdapat di Desa Laut Dendang. Didapati bahwasanya masyarakat merasakan
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Laut Dendang telah dilakukan cukup baik. Hal ini
tercermin dari akses untuk memperoleh informasi didapatkan secara mudah. Dalam hal ini staff
dari pemerintah desa selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan aktivitas
yang menyangkut kebutuhan ataupun segala sesuatu yang terkait dengan UMKM. Pembinaan juga
dilaksanakan dengan baik, pelatihan dilaksanakan untk menambah wawasan serta keterampilan
para pelaku UMKM khususnya dalam pengelolaan dana atau modal yang diperoleh oleh pelaku
UMKM. Dan yang patut diapresiasi ialah kedekatan para staff serta keramahannya terhadap
masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah Desa Laut Dendang. Sehingga dengan begitu indikator kualitas layanan
dikatakan baik dalam kinerja pemerintah Desa Laut Dendang.

Responsivitas

Dalam hal ini responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam menanggapi serta
merealisasikan aspirasi maupun keluhan masyarakat. Pemerintah ialah tempat ditampungnya
aspirasi masyarakat, dan pemerintah juga berkewajiban untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.
sebagaimana diketahui bahwasanya pemerintah ialah pelayan publik, maka atas apapun yang
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menyangkut kepentingan masyarakat harus direalisasikan. Akan tetapi dalam menampung serta
merealisasikan aspirasi masyarakat tidak serta merta seluruhnya akan direalisasikan. Pemerintah
harus menetapkan skala prioritas sebab ada hal-hal yang harus didahulukan tergantung kepada
sebarapa urgent kepentingan masyarakat tersebut untuk direalisasikan.

Dalam pelaksanaannya dilapangan ditemukan berbagai keluhan masyarakat para pelaku
UMKM dalam menjalankan operasional usahanya. Berdasarkan wawancara serta pengamatan yang
dilakukan bersama dengan staff desa, para pelaku UMKM dominannya mengeluhkan terkait dengan
pengelolaan keuangan yang belum maksimal serta pemasaran produk yang dirasa masih belum
terealisasi dengan baik. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pendanaan
untuk peningkatan usahanya. Atas semua keluhan yang masyarakat laporkan kepada pemerintah
desa kemudian dilakukan penjaringan, mana yang sifatnya sangat urgen maka itu yang
didahulukan. Atas keluhan yang diungkapkan para pelaku UMKM tersebut, pemerintah desa
memiliki kewajiban untuk menunaikan atau memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Staff desa juga mengungkapkan bahwasanya dalam memenuhi aspirasi masyarakat tersebut
pemerintah desa memberikan solusi berupa pelatihan atau workshop guna meningkatkan
keterampilan serta pemahaman para pelaku UMKM baik dalam mengelola keuangan maupun
permasalahan pemasaran. Dalam pelatihan ini, pemerintah menghadirkan orang yang memiliki
kapabilitas serta kemampuan dibidangnya untuk kemudian menyampaikan kepada staff desa
terkait denga strategi serta hal-hal apa saja yang patut dilakukan dalam menangani permasalahan
tersebut. Lalu selanjutnya pemerintah desa menyampaikan dan memberikan arahan serta
bimbingan langsung kepada masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh
dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Kemudian dalam memperoleh pendanaan pemerintah desa
menggaet lembaga perbankan serta penyedia jasa keuangan untuk memberikan solusi kepada
masyarakat atas kesulitas permodalan yang dihadapi. Pada indikator responsivitas ini pemerintah
desa telah melakukan kinerjanya dengan baik dengan bertindak responsiv atas keluhan masyarakat
yang menjadi permasalahannya.

Responsibilitas

Pemerintah desa telah memiliki tupoksi pada setiap masing-masing bagian. Maka siapapun
yang telah dibebankan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang telah diamanahkan kepadanya
maka wajib untuk dilaksanakan semaksimal mungkin. Pekerjan tersebut dilaksanakan baik dalam
proses pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan. Adapun responsibilitas yang
dimaksud dalam hal ini ialah tanggung jawab yang telah dibebankan pada masing-masing bagian
untuk melaksanakan kinerjanya dengan semaksimal mungkin. Jadi dalam hal ini terdapat suatu
bagian dalam pemerintahan desa yang ditugaskan atau diberikan tanggung jawab kepadanya untuk
mengurus perihal terkait dengan UMKM. pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah
ditetapkan sangat bermanfaat yang bertujan agar tidak terjadinya tumpang tindih masalah
pertanggungjawaban.

Pada pemerintahan Desa Laut Dendang sendiri, atas dasar pengamatan serta wawacara
yang telah diakukan benar sekali bahwasanya sudah ditetapkan staff-staff dari pemerintahan desa
yang bertindak untuk memberikan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Dengan adanya
pemisahan tugas seperti ini menjadikan pekerjaan lebih mudah dan masyarakat para pelaku UMKM
juga dapat terkoordinir dengan baik. Atas dasar tugas serta tanggung jawab ang telah diberikan
para staff tersebut wajib menjalankan tugasnya mulai dari penyaringan aspirasi masyaarakat atau
keluhan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kemudian memusyawarahkannya untuk
mmberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM. Dan yang terakhir ialah
melakukan evaluasi atas pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dilakukan dalam
meningkatkan kinerja kinerja serta kesejahteraan para pelaku UMKM. berdasarkan indikator
responsibilitas ini terpantau kinerja pemerintahan Desa Laut Dendang telah dilaksnaan dengan
cukup baik.

1360 | Yuliana Pida, Sri Sudiarti; Analysis of the Role of Payroll...



, P-ISSN 2798-0499

R ZJURNAL EMAK =

Befierbit ADM. 1 , ‘ —
uuu;vwwu%urnal Ekonomi Manajemen Rkuntansidan Keuangan

Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah hal yang terkait dengan laporan pertanggungjawaba atas pelaksanaan
program-program yang telah dijalankan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan
laporan atas pertanggungjawaban program-program serta kebijakan yang telah dijalankan. Laporan
tersebut menunjukkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan hingga hasilyang dicapai.
Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada atasan dalam
kepemerintahan tetapi laporan pertanggungjawaban juga wajib disampaikan kepada masyarakat.
Dengan adanya laporan pertanggungjawaban akan emperlihatkan transparansi atas pelaksanaan
program-progra yang telah dijalankan pemerintah desa beserta dengan biaya yang dikeluarkan
dalam menunjag program tersebut.

Pemerintahan baik tingkat atas hinga tingkat terkecilpun wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan, kepemerintahan dan
pemberdayaaan masyarakat. Atas dasar wawancara serta observasi yang telah dilaksanakan
dilapangan jelas bahwasanya pemerintah Desa Laut Dendang telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban terkait dengan program yang dilaksanakan dalam menunjang kinerja para
pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Atas seluruh program yang telah
dilaksanakan masyarakat juga mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut walapun tidak
secara resmi. Atas indikator akuntabilitas ini pemerintah Desa Laut Dendang telah melaksanakan
kinerjanya dengan baik dengan menyampakan laporan pertanggungjawaban atas setiap program
yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas para pelaku UMKM dalam mengelola usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan didapati bahwasanya
kinerja pemerintah Desa Laut Dendang yang diukur dengan lima indikator yakni produktivitas,
kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas secara akumulatif menunjukkan
kinerja yang baik. Kinerja dengan indikator produktivitas sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi
terdapat sejumlah kendala dalam mewujudkan harapan atau target yang telah ditetapkan. Harapan
atas meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM belum dirasakan secara signifikan akan tetapi tetap
menunjukkan perkembangan yang positif. Sementara itu kualitas layanan sudah menunjukkan
kepuasan dimasyarakat. Responsivitas juga dinilai baik dengan disaringnya aspirasi dan
didengarkannya keluhan atas kesulitan yag dirasakan para pelaku UMKM dan kemudian diberikan
solusi serta pendampingan dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian responsibilitas
ditandai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dikhususkan untuk menangani
permasalahan UMKM yang ada di Desa Laut Dendang. Lalu akuntabilitas yang ditunjukkan dengan
laporan pertanggungjawaban atas setaip program-program serta kebijakan pemerintah desa yang
terkait dengan penanganan permasalahan UMKM.
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